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Abstract. Tahlil marriage is a marriage carried out with the aim that a woman who has been divorced three times 
by her husband can remarry her first husband after marrying and divorcing her second husband. This is a matter 
of debate in Islamic law, especially from the perspective of the four main schools of thought: Hanafi, Maliki, 
Shafi'i, and Hambali. This research aims to analyze tahlil marriage law according to the views of the four schools 
of thought using a normative approach. The research method used is library research by examining classical and 
contemporary jurisprudence books as well as the opinions of ulama.The results of the research show that the 
majority of ulama from four schools of thought agree that if a tahlil marriage is carried out with conditions and 
an initial agreement to divorce after the contract, then the marriage is considered void or haram because it 
violates the principles of marriage in Islam. However, if the marriage occurs without a prior agreement to divorce, 
then the law is valid. The conclusion of this research confirms that the deliberate and planned practice of tahlil 
marriage is contrary to the principle of the validity of marriage in Islam. Therefore, it is important for Muslims 
to understand marriage laws in accordance with Islamic teachings so as not to be trapped in practices that are 
not valid according to sharia. 
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Abstrak.Nikah tahlil merupakan pernikahan yang dilakukan dengan tujuan agar seorang wanita yang telah dicerai 
tiga kali oleh suaminya dapat kembali menikah dengan suami pertamanya setelah menikah dan bercerai dengan 
suami kedua. Hal ini menjadi perdebatan dalam hukum Islam, terutama dalam perspektif empat mazhab utama: 
Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum nikah tahlil menurut 
pandangan keempat mazhab tersebut dengan pendekatan normatif. Metode penelitian yang digunakan adalah 
kajian pustaka (library research) dengan menelaah kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer serta pendapat para 
ulama.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari empat mazhab sepakat bahwa jika nikah tahlil 
dilakukan dengan syarat dan kesepakatan awal untuk bercerai setelah akad, maka pernikahan tersebut dianggap 
batal atau haram karena bertentangan dengan prinsip pernikahan dalam Islam. Namun, jika pernikahan terjadi 
tanpa kesepakatan awal untuk bercerai, maka hukumnya sah.  Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa 
praktik nikah tahlil yang disengaja dan direncanakan bertentangan dengan prinsip keabsahan pernikahan dalam 
Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami hukum pernikahan sesuai dengan ajaran Islam 
agar tidak terjebak dalam praktik yang tidak sah menurut syariat.   
 
Kata Kunci: Nikah tahlil, hukum Islam, empat mazhab, pernikahan, fikih. 
 
 

1. LATAR BELAKANG 

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bertujuan untuk membangun 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu hukum yang mengatur pernikahan 

adalah larangan bagi seorang suami untuk menikahi kembali istrinya setelah menjatuhkan 

talak tiga, kecuali jika mantan istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan menjalani 

kehidupan rumah tangga yang sah sebelum terjadi perceraian secara alami. Fenomena yang 

sering terjadi dalam masyarakat adalah praktik nikah tahlil, yaitu pernikahan yang dilakukan 

dengan tujuan agar seorang wanita yang telah dicerai tiga kali dapat kembali kepada suami 

pertamanya setelah menikah dan bercerai dengan suami kedua.   
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Nikah tahlil menjadi perdebatan di kalangan ulama karena dalam beberapa kasus, 

pernikahan ini dilakukan dengan kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat untuk 

bercerai setelah akad, sehingga dianggap sebagai manipulasi terhadap hukum pernikahan 

Islam. Keempat mazhab utama dalam fikih Islam (Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali) 

memiliki pandangan yang berbeda mengenai status hukum pernikahan semacam ini.   

Mazhab Syafi'i dan Hanbali, misalnya, secara tegas mengharamkan nikah tahlil jika 

dilakukan dengan niat dan kesepakatan untuk bercerai, karena dianggap sebagai bentuk 

penipuan terhadap hukum syariat. Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih longgar 

dalam beberapa aspek, sedangkan mazhab Maliki juga mengecam praktik ini, meskipun ada 

perbedaan dalam penerapan hukumnya.   

Dalam konteks sosial, praktik nikah tahlil masih ditemukan di beberapa komunitas 

Muslim, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi. Hal ini menunjukkan perlunya 

kajian mendalam mengenai keabsahan dan dampak dari praktik ini menurut perspektif hukum 

Islam, khususnya dalam pandangan empat mazhab.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

hukum nikah tahlil dalam perspektif empat mazhab utama dalam Islam. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status hukum 

pernikahan ini serta dampaknya dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat Muslim. 

 

2. KAJIAN TEORITIS 

1) konsep-konsep  

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfokus pada konsep nikah tahlil dalam Islam, dasar 

hukum yang mengaturnya, serta pandangan empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan 

Hanbali) terhadap praktik ini.   

1. Pengertian Nikah Tahlil 

Nikah tahlil secara bahasa berasal dari kata "tahlil" yang berarti "menghalalkan." Dalam 

konteks fikih Islam, nikah tahlil merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh seorang 

perempuan yang telah dicerai talak tiga oleh suaminya, dengan laki-laki lain, agar ia dapat 

kembali kepada suami pertamanya setelah mengalami perceraian dari suami kedua. Jika 

pernikahan ini dilakukan dengan niat dan kesepakatan awal untuk bercerai, maka disebut nikah 
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muhallil, yang berarti pernikahan hanya untuk tujuan menghalalkan perempuan bagi suami 

pertama.1 

2. Dasar Hukum Nikah Tahlil dalam Islam 

Dasar hukum utama yang berkaitan dengan nikah tahlil terdapat dalam Al-Qur'an Surah 

Al-Baqarah ayat 230:   

"Kemudian jika si suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan 

itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami 

yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali menikah, jika 

mereka berdua beranggapan akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah." (QS. Al-Baqarah: 

230)2.   

Dalam hadis, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:   

"Laknat Allah terhadap muhallil dan muhallal lahu (orang yang menikahi wanita hanya 

untuk menghalalkannya kembali kepada suami pertama dan orang yang menyuruhnya 

melakukan hal tersebut)" (HR. Ahmad, no. 7364)3.   

Hadis ini menunjukkan bahwa nikah tahlil yang disengaja dan direncanakan sejak awal 

adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.   

3. Pandangan Empat Mazhab terhadap Nikah Tahlil   

Empat mazhab utama dalam Islam memiliki pandangan yang berbeda mengenai status 

nikah tahlil:   

a. Mazhab Hanafi  

Mazhab Hanafi memandang bahwa nikah tahlil sah tetapi haram jika dilakukan dengan 

kesepakatan awal untuk bercerai setelah akad. Namun, jika pernikahan terjadi secara alami dan 

tanpa syarat talak, maka dianggap sah dan diperbolehkan bagi perempuan untuk kembali 

kepada suami pertamanya setelah berpisah dari suami kedua4.   

b. Mazhab Maliki  

Mazhab Maliki lebih ketat dalam hal ini dan berpendapat bahwa nikah tahlil yang 

disengaja dan direncanakan tidak sah dan tidak boleh dilanjutkan, baik ada kesepakatan 

maupun tidak. Imam Malik menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan niat 

sementara bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam5.   

                                                             
1 Al-Mawardi, Al-Hawi Al-Kabir, Jilid 9, hal. 518.   

2 Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 230.   
3 HR. Ahmad, no. 7364.   
4 Ibn Abidin, Radd al-Muhtar ‘ala al-Durr al-Mukhtar, Jilid 3, hal. 59.   
5 Al-Kharashi, Sharh Mukhtasar Khalil, Jilid 4, hal. 206.   
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c. Mazhab Syafi’i   

Mazhab Syafi’i menolak nikah tahlil secara mutlak. Jika pernikahan dilakukan dengan 

niat atau kesepakatan untuk menceraikan istri setelah akad, maka hukumnya batal. Imam 

Syafi’i menegaskan bahwa nikah tahlil adalah bentuk manipulasi hukum syariat dan 

bertentangan dengan prinsip pernikahan yang sah dalam Islam6.   

d. Mazhab Hanbali   

Mazhab Hanbali sependapat dengan Mazhab Syafi’i bahwa nikah tahlil yang disengaja 

dan direncanakan adalah batal dan haram. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menyatakan bahwa 

praktik ini adalah bentuk penipuan terhadap hukum Allah dan harus dicegah7.   

4. Dampak Sosial dan Hukum Nikah Tahlil 

Nikah tahlil memiliki dampak negatif terhadap keluarga dan masyarakat, antara lain:   

1. Merendahkan martabat pernikahan, karena tujuan pernikahan dalam Islam adalah 

membangun keluarga yang harmonis, bukan sekadar alat untuk kembali kepada suami pertama.   

2. Melanggar prinsip keabsahan pernikahan, karena dilakukan dengan niat yang 

bertentangan dengan hukum Islam.   

3. Berpotensi menyebabkan eksploitasi terhadap perempuan, karena perempuan menjadi 

pihak yang dirugikan dalam praktik ini8.   

Dari kajian teoritis ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa nikah 

tahlil yang dilakukan dengan niat atau kesepakatan awal untuk bercerai adalah haram dan tidak 

sah. Perbedaan pendapat dalam empat mazhab lebih kepada aspek teknis mengenai apakah 

pernikahan tersebut sah atau batal, tetapi secara prinsipil, mereka sepakat bahwa praktik ini 

bertentangan dengan nilai-nilai pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat 

Islam untuk memahami hukum pernikahan yang sah agar tidak terjerumus dalam praktik yang 

dilarang oleh syariat.   

2) kajian terdahulu  

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kajian terdahulu dari artikel jurnal 

yang membahas tentang analisis hukum islam terhadap praktik nikah tahlil dalam prespektif 

empat madzhab. Berikut ini akan penulis paparkan beberapa kesimpulan dari tiap artikel jurnal 

yang pembahasannya hampir sama dengan judul yang penulis bahas. 

1. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab" oleh M. Thahir Maloko (2019): 

                                                             
6 Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, Jilid 17, hal. 245.   
7 Ibn Qudamah, Al-Mughni, Jilid 7, hal. 573.   

8 Al-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, Jilid 2, hal. 24. 
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Artikel ini mengkaji pandangan empat imam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali 

terhadap praktik nikah muhallil. Penulis menyoroti perbedaan pendapat di antara mazhab-

mazhab tersebut mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari nikah muhallil. 

2. "Nikah Muhallil Perspektif Empat Madzhab" oleh Siti Maryam Qurotul Aini dan 

Hilmi Huriyatul Ainiyah (2022): 

Penelitian ini membahas definisi nikah muhallil dan pandangan empat mazhab mengenai 

praktik tersebut. Artikel ini juga menyoroti perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab 

tersebut mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari nikah muhallil.  

3. "Analisis Nikah Tahlil Suku Sasak Lombok Perspektif Maqashid al-Syari'ah serta 

Relevansinya dalam KHI" oleh Lalu Muhammad Syukri (2020): 

Penelitian ini menganalisis praktik nikah tahlil di kalangan suku Sasak Lombok dengan 

pendekatan maqashid al-syari’ah dan relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

Meskipun fokus utama pada konteks lokal, kajian ini juga membahas pandangan empat mazhab 

terkait nikah tahlil. 

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan, pastinya penulis mendapati 

beberapa perbedaan seperti pada Artikel yang pertama hanya mengungkapkan bagaimana 

pandangan empat mazhab mengenai nikah muhallil dan penulis menggunakan pendekatan 

normatif.  Sementara itu pada Artikel kedua hampir sama dengan artikel yang pertama, penulis 

memaparkan mengenai pandangan ke empat imam mazhab mengenai nikah muhallil dan 

menggunakan pendekatan normatif. Kemudian pada Artikel ketiga mengkaji mengenai 

Pandangan Maqashid Al-Syari’ah terhadap praktek nikah tahlil pada Suku Sasak Lombok, 

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. 

 

3. METODE PENELITIAN 

1. Desain Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus 

pada analisis hukum Islam. Pendekatan ini dirancang untuk menggali konsep nikah tahlil dan 

perbedaan pendapat di antara empat mazhab utama dalam Islam. 

2. Populasi dan Sampel Penelitian: Populasi penelitian adalah pendapat ulama dari empat 

mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) serta literatur terkait nikah tahlil.  

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data: Data diperoleh melalui kajian pustaka 

(library research), termasuk analisis terhadap ayat Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama 

dari berbagai sumber primer dan sekunder. 
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4. Alat Analisis Data: Data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk 

memahami pandangan mazhab-mazhab terkait nikah tahlil serta memilih pendapat yang 

dianggap paling kuat (qaul rajih). Interpretasi dilakukan dengan pendekatan normatif. 

5. Model Penelitian: Model penelitian mengacu pada studi komparatif antarmazhab, 

dengan fokus pada evaluasi dalil-dalil yang mendukung atau menolak nikah tahlil. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

KONSEP NIKAH TAHLIL 

Menurut etimologinya, tahlil berarti melarang sesuatu yang sebelumnya dilarang. Dalam 

hal pernikahan, nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria (muhallil) 

dengan maksud agar seorang wanita yang telah ditalak tiga dapat kembali kepada suaminya 

yang pertama. "Allah melaknat muhallil (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga hanya 

untuk menghalalkan bagi suami pertama) dan muhallil lahu (suami pertama yang menyuruh 

orang lain untuk menjadi muhallil)." (HR. Ahmad, An-Nasa’i, At-Tirmidzi).9 

Salah satu dasar utama larangan nikah tahlil adalah hadis ini. Namun, ada perbedaan 

pendapat tentang apakah larangan ini membuat pernikahan tidak sah atau hanya makruh. 

 

PENDAPAT IMAM 4 MAZHAB TENTANG NIKAH TAHLIL 

1.Mazhab Hanafi  

Menurut Mazhab Hanafi , meskipun hukumnya makruh , namun jika akad nikah sudah 

memenuhi syarat - syarat sah pernikahan , maka nikah tahlil tetap dianggap sah . syarat yang 

mengharuskan perceraian setelah pernikahan dianggap batal akan tetapi akadnya tetap sah.10 

2.Imam Abu Hanifah  

Berpendapat bahwa hadis - hadis yang dimaksud sebenarnya tidak membicarakan akad 

nikah. Beliau juga menyatakan bahwa apabila nikah muhallil menikahi wanita dengan niat 

yang baik, seperti memperbaiki hubungan rumah tangga sebelumnya , maka bisa jadi 

pernikahan tersebut menjadi ladang pahala.11 

3.Mazhab Syafi’i 

Imam Syafi'i mengatakan bahwa pernikahan tidak sah jika dalam perjanjian tidak 

disebutkan bahwa suami kedua harus menceraikan istrinya setelah berhubungan dengan badan. 

                                                             
9 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Jakarta: CP Cakrawala,2008), hal.259. 

Asy-Sarakhasi, 1989: 10 
10 Samsuddin Asy-Sarakhasi, Al-Mabsuth, (Beirut: Daar al-Ma’arif, 1989), hal.10. 
11 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqh A’la Mazahib Al-Arba’ah,( Beirut: Dar al-Fikri), hal.79. 
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Namun, jika syarat-syarat tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian, maka 

pernikahan tersebut menjadi batal.12 

Imam Malik berpendapat bahwa larangan hadits menunjukkan bahwa jenis pernikahan 

ini tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam akad nikah. Oleh 

karena itu, jika diketahui bahwa pernikahan dilakukan dengan tujuan untuk tahlil, maka 

pernikahan itu dianggap tidak sah dan harus dibatalkan.13 

4. Mazhab Hanbali 

Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, pernikahan yang dilakukan dengan niat tahlil, 

baik dengan niat tersembunyi maupun dengan syarat yang jelas, adalah tidak sah. Mazhab 

Hanbali berpegang teguh pada hadits dan berpendapat bahwa pernikahan seperti ini termasuk 

dalam kategori penipuan terhadap syariat.14 

 

QAUL RAJIH: PENDAPAT TERKUAT DI ANTARA EMPAT MAZHAB 

Salah satu pendapat yang paling kuat di kalangan Muslim adalah Mazhab Hanbali dan 

Maliki, yang berpendapat bahwa nikah tahlil adalah haram dan tidak sah berdasarkan dalil 

hadits yang secara tegas melarang praktik ini dan bertentangan dengan tujuan utama 

pernikahan Islam.15 

Di sisi lain, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan tetap sah selama niat tahlil 

hanya ada dalam hati tetapi tidak dinyatakan dalam akad. Sebagian besar masyarakat Muslim 

masih memperdebatkan hukum nikah tahlil dalam berbagai konteks sosial.16 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Nikah tahlil dianggap kontroversial dalam Islam, menurut berbagai perspektif yang 

telah diuraikan. Sementara Mazhab Hanafi dan Syafi'i lebih santai, Mazhab Maliki dan Hanbali 

lebih tegas dengan menyatakan pernikahan ini tidak sah. Pendapat yang paling kuat 

mengharamkan nikah tahlil, karena bertentangan dengan prinsip pernikahan Islam yang 

seharusnya didasarkan pada ketulusan dan kelangsungan hidup.17 

 

 

                                                             
12 Asy-Syafi’i, Imam, Al-Umm, Juz 6, 2001. Hal 206. 
13 Muhammad Jawad Mughniyat, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2007.) hal.454. 
14 Ibnu Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1989. ) hal. 44. 
15 Ibid., hal.259 
16 Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, 1964), hal.124. 
17 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1942) Hal.198. 
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6. UCAPAN TERIMA KASIH 

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik 

kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. 

Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel 

ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian. 
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Penempatan Tabel 

Tabel 1. Frekuensi Umur dalam tahun 

 
 

Sumber: SOSHUMDIK (2022). 
 
 
Penempatan Gambar 

 
Keterangan: Gambar harus jelas dan fix (tidak pecah). 
Sumber: SOSHUMDIK (2022). 
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